
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTU"AN GUBERNrR LAMPUNG
 
NOMOR : G/~lB.In/HKl2012
 

TENTANG
 

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) 
PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RI\NHAl\l) 

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012-2014 . 

GUHE&'\TUR LAMPl"NG, 

Meoimbang : bahwa dengan telah .litetapkann:- a Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 

G/516.alB.lHiHK/2011 .entang Pembemukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak 
Asasi Manusia (RA.NHAJ\1) Provinsi Lampung Tahun .20] 1-.20]4. maka berdasarkan 
hasil Rapat Koordinasi Panitia Daerah Rencana Aksi Nasiona] Hak Asasi Manusia 
Provinsi Lampung selanjumys disebur POKJA dalam meJaksanakan Prozram Utama 
RANHAM. yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan. - pernajuan, 
penghormatan. dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai bentuk 
komitmen Pemerintah Indonesia. perlu didukung ditingkat Daerah dengan tetap 
mempenimbangkan nila.snilai agama, budaya dan adat istiadai setempai, yang 
keanggotaatmya terdiri dad unsur pemerintah dan unsur masyarakar, perlu 
membentuk Kelompok Kerja IPOKJA.) RANHAM Provnsi Lampung Tahun .201.2
:20]4 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung: 

Mengingat L	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkar I 
Lampung: 

2.	 Undang-Undang Nornor 28 Tahun ] 999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dar, Korupsi. Kolusi dan Nepotisme: 

3.	 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: . . 

4.	 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak :-\5a51 Ma~usm~ 
5.	 Undang-Undang Nornor 32 Tahun .2004. tentang Pemerintahan . ,aera 

sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008: . L 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 1 ahun 1007 tentaDng PhembpagHl~ si !ru~:~ 
Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan aera rovm l 

Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota: 

7.	 Peraruran Pemerintah Nomor 19 Tahun .2K(~l 0 tentang Tbata CarS'~eb:~:~S~~~::~ 
T as dan Wewenanz serta Kedudukan euangan Gu ernur : e- _

P~~erintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pernerintah Nomor 2: Tahun 2011: . " k 
. Nomor _13 Thulla l 1 tentang Rencana Aksi Nasional Hal 8.	 Peraturan Presiden 

Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2fH4; k k P k k 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor ~ Tahun 2007 ten~ang Po 0 - 0 0 

9.	 Perencanaan Pembangunan dan Pengclolaan Keuangan Daerah: . . > 

..	 . L m un Nomor 11 Tahun 1009 tentang Organisasi 
1O.	 ~~~a~:~;k~j~r~~;:~~:~~l D:er~h :rovinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakvat Daerah Provinsi Larnpung; .... 
Per~tunm Daerah Provinsi Lampun~ N.omor 16 Tahun 2~J J t~man~~~gg:aran 

11.	 Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Larnpung Tahun nggaran _ _. 



MEMUTUSKAN:
 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK 
KERJA (POKJA) PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI 
MANUSIA (RANHAM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012-2014. 

KESATli	 Membentuk Kelornpok Kerja (POKJA) Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 
Manusia (RANHAM) Provinsi Lampung Tahun 2012-2014 dengan susunan 
personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KI:OUA	 Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai 
tugas sebagai berikut: 

a.	 mengadakan rapat koordinasi untuk menyelaraskan program utama RANHAM 
pada kelompok kerjanya; 

b. membahas permasalahan HAM berdasarkan masukan dan saran yang disampaikan 
pada kelompok kerjanya: dan 

c.	 menghimpun dan menyu sun laporan pe1aksanaan program RANHAM Provinsi 
dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal sesuai dengan 
program yang menjadi tanggungjawabnya. 

KETICA	 Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pacta Diktum Kesatu dalam 
melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab 
kepada Gubernur Lampung melalui Ketua RANHAM Provinsi Lampung. 

KEEMPAT	 Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan BeJanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Lampung serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan 
tidak mengikat. 

KELIMA	 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia RANHAM Provinsi 
Lampung. 

KEENAM	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagairnana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal/0 - ~-20 12 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 

Tembusan: 
I. Menteri DalamNegeri Rl di Jakarta; 
2. Menteri Hukumdan HAM Rl di Jakarta: 
3.	 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 
4.	 Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R1 di Jakarta; 
5.	 Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung; 
6. Kepala Dinas/Instansi/Badan se-Provinsi Lampung di Bandar Lampung: 
7. Musing-masing yang bersangkutan. 



LA:vIPlRAN : KEPUTUSAN GUBERNLJR LAMPLJNG 
NOMOR : GI f?3 IB.IIIIHKJ2012 
TANGGAL: ./CJ - fflMd ~ 2012 
================================= 

SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN KELOMPOK KER.JA (POK.JA)
 
PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
 

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012-2014
 

=N'O~::LOMPOKKERJA	 I KEDUDUKAN ! 
INSTANSI

PANITIA RANHAM	 ~.. DALAM I 
__ f-----	 -------t--------~----------4 

1 2 
=~. 

A POKJA I TENTANG 
HAK HIDUP DAN HAK 
BERKELUARGA DAN 
MELANmTKAN 
KETURUNAN 

B POKJA II 

TENTANGHAK 
MENGEMBANGKAN 

DIRI DAN HAK ATAS 
KESEJAHTERAAN 

- I 
I 

C ; POKJA III TEN TANG 
HAK ATAS KEADILAN 

I DAN HAK AT AS RASA 
AMAN 

~\ POKJA IV TENTANG
I HAK ATAS KEBEBASAN 
I I PRlBADI 

I 

1. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 
2.	 Dinas Sosial Provinsi Lampung 
3.	 BKKBN Lampung 
4.	 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 
5.	 BPLHD Provinsi Lampung 
6. Biro Hukum Setda Provo Lampung 
7. Kanwil Kementerian Agama Prov. Lampung 
8.	 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 

Lampung (Divisi Pelayanan Hukum dan 
HAM) 

1. Dinas Pendidikan Provinsi Larnpung 
2. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 
3.	 BPLHD Provinsi Lampung 
4. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung 
5. Dinas Kominfo Provinsi Lampung 
6.	 Biro Hukum Setda Provo Lampung 
7. Kanwil	 Kementerian Hukum dan HAM 

Lampung (Bidang Pengembangan Hukum) 

1. Kepolisian Daerah Lampung 
2. Pengadilan Tinggi Lampung 
3. Kejaksaan Tinggi Lampung 
4. Polisi Pamong Praia Provinsi Lampung 
5. Lapas Kelas I A Bandar Lampung 
6. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 
7. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 
8. Kanwil Kementerian Hukum dan HAc\1
 

Lampung (Divis! Pemasyarakatan]
 

1. Biro Tata Pemerin.tahan Umum Selda
 
Prov insi Lampung
 

2. Kepolisiaan Daerah Provinsi Lampung 
3. Badan Kesbangpol Provinsi Lampung 
4. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 
5. Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang 
6.	 LP Kelas IIA Narkotika Bandar Lampung 
7. Kantor Imigrasi Bandar Lampung 
8. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
 

Lampung (Divisi Imigrasi)
 

?O~'JA.. 
~ 

Ketua
 
Sekretaris
 
Anggota
 
Anggota
 
Anggota
 
Anggota
 
Anggota
 
Anzuota


~l:' 

Ketua
 
Sekretaris
 
Anggota
 
Anggota
 
Anggota
 
Anggota
 
Anggota
 

Kema
 
Sekretaris
 
Anggota
 
Anggota
 
Anggota
 
Anggota
 
Anggota
 
Anggota
 

Ketua 

Sekretaris
 
Anggota
 
Anggota
 
Anggota
 
Anggota
 
Anggota
 
Anggota
 



POKJA V TENTANG 
HAK ANAK DAN 
PEREMPUAN 

1. Biro Pemberdayaan Perempuan Selda I Ketua 
Provinsi Lampung 

2. Pusat Studi HAM l1NILA Sekretaris 
3. Fakultas	 Syariah IA.JN Raden Intan Bandar 

Lampung 
4. LSM LADA Lampung 
5. LSVI DAMAR Lampung 
6, PV,'1 Lampung 
7.	 Dims Sosial Provinsi Lampung 
8. Kanwil Kernenterian Agama Provinsi 

Lampung 
9. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 

Lampung (Bidang HAM) 

Anggota 

Anggota
 
Anggota
 
Anggota 
Anggota
 
Anggota
 

Anggota 

GUBERNUR LAMPUNG
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SJACHROEDIN L.P.
 


